
Menimbane:

Mengingat:

GUEEBEWUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3),
Pasal 36 ayat (9), Pasal 87 ayat (6), Pasal 88 ayat (5), Pasal 89
ayat (4), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Perl menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah;
L.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Normor
2 Tehun 2022 tentang Cipia Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Noamer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6836);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-undang Nomer 19 Takin 2022 tentang Provinst
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Repubhtk
Indonesia Namor 6808};

4,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi {Lombaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5,

Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

Admin
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Menetapkan:

10.

il,

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646};

7

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomer 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
9015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah
Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tehun 2024 Nomer2};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerinteh Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Riau.

Kepala Perangkat Dacrah/Unit Pelaksana Teknis
Pemungut Retribust Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi adalah Perangkat
Daerah/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah
Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan
pemungutan retribusi daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
angearan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
satuan kerja pcrangkat daerah yang dipimpinnye.
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10.

ll.

12.

13.

i4.

13,

3.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingrat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
ynelaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs: satuan
kerja perangkat daerah di unit kerja.

vi

Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh
PA/KPA untuk melaksanakan tugss menerima

pembayaran secara tunai dan/ atau nen tunai serta
melakukan penyetoran ke rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dari wajib
retribusi.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan wuang

Pendapatan Ash Daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Perangkat DacrahPemungut Retnibusi.
Bendahara Penerimaan FPembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyumpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektil dan bentuk usaha tetap.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut ERetribusi
adelah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian igin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fusilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmali oleh orang
pribadi atau Badan,
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemnanfastan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.



16.

iv.

18.

1g.

20.

ai.

“a.

23,

“24.

Perivinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Duerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, S¢ria penggunaar
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menijaga kelestarian lingkungan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaaikan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Provinsi.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang
yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT
Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menpeunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kenala Daerah.
Surat Tagihan fRetribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
sclanjuinya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang omenentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Dacrah yang
selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang
diguneakan untuk membayar secara angsuran yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut
Fetribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan
Pembayaran Secara Angsuran.
Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjyutnya
disebut dokumen yang dipcrsamakan adalah benda
berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat
perjanjian, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan
pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan
elektronik atau sejenisnya yang mempunyai nilai nominal
sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang
berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
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26.

27.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah herdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya
retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik
pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi,
kelehihan pembayaran retribusi maupun sanksi
administrasi.

Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran
Angsuran Retribusi Dacrah adalah surat keputusan yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut
Retribusi yang memuat persctujuan atau penolakan
permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan
oleh Wajib Retribusi.
Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah Surat yang
diterbitkan untuk melaksanakan tagihan retribusi yang
tujuannya adalah memberikan teguran/peringatan
kepada penunggak retribusi agar melunasi hutang
retribusinya.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusl yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
sérta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimakeudkan sebagai pedaman bagi
Perangkat Daerah Pemungut retribusi dalam melakukan
PeEMuUngulan retribus..

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi
A.

b.
Cc.

Jenis Retribusi;
Pondaitaran dan Pendataan
Tata Cara Pelaksenaan dan Penatausahaan Retribusi
Daerah;
Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran
Retribusi;
Tata Cara Penagthan, kedaluwarsa penagihan dan
pelaporan proses penagthan retribuai;
Tata cata penghapusan piutang Retribusi;f.

Tata cara menunda dan mengangsur pembayaran
retribusi;

g.

Insentif fiskal dan tata cara pemberian insentif fiskalk
Tata cara Pengajuan Keberatan;

h.
1.

Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan
pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi;
Pemanfaatan Penerimean Petribusi; dan
Tata cara pemeriksaan retribusi.1
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BAB Il
JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi, meliputi:
a.

bh,

a.

(1}

(2)

(3)

FReiribusi Jasa Umum;
Retribusi Jasa Usaha; danJi
Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4+ huruf a, meliputi Pelayanan Kesehatan.
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha herupa pasar

grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b, penyediaan tempat khusus parkir ciluar badan jalan;
c. penyediaan tempat penginapan alau pesanggrahari
atau vila;

d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan clahraga;
f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

dan
¢, petnanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

pernyelengearaan tugas dan fungsi organisasi
perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Perizinan tertentu sebagaimmana dimaksud
dalam Pasal 4 hurufc, meliput:
a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
b. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat {2} huruf g berupa sewa yang masa sewanya lebih
dari 1 (satu) tahun pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang
milik daerah.

(1)

Pasal 7

Jcenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
pada pasal S ayat (3) huruf a berupa Pelayanan
pengeunaan tcnaga kerja asing yang merupakan
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengeunaan
tenaga kerja asing,



(2)

(1)

(1)

(2)

Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana

penggunaan tenaga kerja asing perfpanjangan, biaya
penyelengearaan pemberian igin berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal
penggunaan tenaga kerja asing.

BAB Mil

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal &

Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi melakukan
pendaltaran dan pendataan yang meripakan rangkaian
kegiatan pencatatan terhadap pelaksanaan pemungutan
Retribusi Daerah bagi perorangan atau badan yang
mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan
permehonan untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait
gesuai dengan yang dipersyaratkan.
Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pemunegut retribusi scbagai
bahan proses penectapan.

(2)

Pasal 9

Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan identitas subjek
retribusi dan data objek retribusi yang akan diajukan
untuk pelayanan tertentu,

Bentuk formulir pendaftaran dan pendataan Wajib
Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

(1)

(2)

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribust
terutang yang dilelapkan dalam SKRD atau dokumen
yang dipersamakan yang berbentuk elektronik maupun
non elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib
Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disesuaikan berdasarkan jcnis retribusi, yaitu:
a. Retribusi Jasa Umum schagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1), meliputi Pelayanan Kesehatan yang
merupakan Badan Layanan Umum Dacrah
penetapannya meng@unakan tagihan Badan Layanan
Umum Daerah;

b. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2), meliputi:



(3)

(4)

Re

l.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
srosir, pertokuan dan tempat kegiatan usaha lainnya
penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan /atau
surat perjanjian, yang merupakan Badan Layanan
Uroum Daerah penetapannya menggunakan tagihan
Badan Layanan Umum Daerah;

2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan penetapan Retribusi menggunakan karcis;

3. penyediaan lempat penginapan atau pesanggrahan
atau vila penctapan Retribusi menggunakan SKRD,
yang merupakan Badan Layanan Urrum Daerah
penelapannya omenggunakan tagihan Badan
Layanan Umum Daerah;

4. pelayanan jasa kepclabuhanan penetapan Retribusi
menggunakan SKRD atau karcis;

5. pelayanan tempat rckreasi, pariwisata, dan olahraga
penctapan Retribusi menggunakan SKRD atau
karcis:

§. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
penetapannya mengeunakari SKRD, yang
merupakan Badan Layanan Umum Daerah
penetapan Retribusi menggunakan tagihan Badan
Layanan Umum Daerah; dan

7.pemanfaatan aset Daerah yang tidak menggangeu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat Daerah dan /atau optimalisasi aset
Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan penetapan Retribusi menggunakan SKRD
dan/atau surat perjanjian, yang merupakan Badan
Layanan Umum Daerah penetapannya
mengeunakan tagihan Badan Layanan Umum
Daerah.

c. Retribusi Perizginan tertcntu scbagaimana dimakesud
dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
1, Retribusi Pengeunaan Tenaga Kerja Asing penctapan
Retribusi menggunakan SKRD; dan

2.Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
penelapan Retribusi menggunakan SKRD dan/atau
sural perjanjian.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan
seluruh penecrimaan Retribusi yang dipungut ke kas
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundaneg-
undangan.
Dalam hal Retribusi dipungut alas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wayib
Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
dapat dibayarkan sekaligus sebehum pelayanan
diberikan.

(9)
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(7)

(1)

(2}

(2)

(1)

(2)

(3)

(5)
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Jatuh Tempo Pembayaran Retribusi terutang paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen Iain yang dipersamakan.
Dalam ha! Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga scbesar 1%

(satu persen) per bulan dari Retribusi tcrutang yang tidak
atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan langgal pembayaran, untuk
jangka wakru paling lama 24 {dua puluh empat) bulan
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(8

Pasal i]

Kepala PD/UPY Pernungut Retribusi dapat menerbitkan
STRD apabila:
a.retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan setelah jatuh tempo
pembayaran tidak dibayar;

b. dari hasil penelitian SKRD atau dokumen fain yang
dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibal salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. telah diterbitkan surat teguran atas retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Surat teguran sebagaimana ayat (1) huruf c diterbitkan
oleh Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi selambat-
jambatnya 7 ftujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Wajib Retribusi harus melinasi Retribusi yang terutang
selambat-lambatnyva 7 (tujuh) hari sejak tanggal
dilcrimanya Surat Teguran.

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan melalui sistem
pembayaran elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau
terjadi kendala, pembayaran atau penyetoran Retribusi
dapat cilakukan melalui pembayaran tunai.
Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau
Dekumen lain yang dipersamakan.
Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu
PD/UPT Pemuneut Retribusi atau memberikan bukti
setor lunas dari Bank atau bukti transaksi secara
elektronik sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

(4

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan
Permbantu PD/UPT Pemungut Retribusi menerbitkan
SSRD untuk dibcrikan kepada Wajib FRetribusi.
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(11)
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Pembayaran Retribusi yang ditetapkan dengan Dokumen
lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayarkan
kepada petugas PD/UPT Pemungut Retribust atau
memberikan bukti setor lunas dari Bank sebagai tanda
bukti pembayaran retribusi.

Petugas PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (6) menyetorkan kepada Bendahara
Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu
PD/UPT Pemungut Retribusi paling lambat | {satu} hari
sejak diterimanya setoran dari wajib retribusi.

Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan
pembantu. PD/UPT Pemungut Retribusi wajib
menyetorkan hasil pencrimaan Retribusi ke rekening Kas
Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.

Penyetoran hasil penerimaan Retribusi pada hari sabtu,
mingsu dan atau hari libur dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
Penyetoran ke Rekening Kas Umum Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dan ayat {9) dilakukan dengan
menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat
rangkap 3 (tiga] masing-masing untuk :

a. Lembar1l : Bendaharan Penerimaan atau
Bendahara penerimaan pembantu
PD/UPT Permungut Retribusi;

b, Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah;
c. Lembar3 : Badan Pengelola Keuangan dan <Aset

Daerah ProvinsiRiau.;

Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi wajib
menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta
mempertangeungjawabkan pembayaran retribusi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat
Tanda Sctoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Guhernur ini,

Pasal 13

Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi menyampaikan
laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis
Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidang: urusan keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah paling lambat tanggal 5 flima) bulan berikutnya
dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pendapatan Daerah.
Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan bertkutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka
laporan penelimaau, penyetoran dan piutang Retribusi
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.



(1)

(2)
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Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara
berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal
penerbitan dan nomor dokumen.

Pelaporan Retribusi sebagaimmana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui sistem
informasi Retribusi terintegrasi.

BAB V¥

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
kepala PD/UPT Pemungut Retribusi.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
avat {1} paling sedikit memual:

a, nama dan alamat Wajib Retribusi,
b. masa Retribusi;
c. jumlah pengembalian;
d. bentuk pengembalian;
ec. bukti pembayaran retribusi.

Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1), melakukan penilaian, evaluasi dan
verifikasi alas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi.

Kepala PD/UPT Permungut Retribusi memberikan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam}
bulan scjak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) telah lewat dan kepala PD/UPT Pemungut
Retribusi belum/tidak memberikan keputusan maka
permohonan pengemballan yang diajukan dianggap
dikahulxan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Dalam waktu paling lama 2 (fdua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi harus diberikan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar.
Apabila pengembalian kelebihnan pembayaran retribusi
dilakukan sctclah lewat waktu 2 {dua} bulan sejak
diterbitkan SKRDLB Kepala PD/UPTPemungut Retribusi
meniberikan umbalan bunga sebesar 0,6% {nol koma
enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.



(3)

(9)
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Pemberian imbalan bunga 0,6% {nol koma enam persen}

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bentuk Permohonan pengembalian Atas kelebinan

pembayaran Retribusisebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN

PELAPORAN PROSES PENAGIHAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 16

Penagihan atas pendapatan retribusi daerah dapat
dilakukan dengan cara manual dan/atau surat
elektronik.

Penagihan Retribusi daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh Kepala PD /UPT Permungut
Retribusi.
Prosedur penagihan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sebagai berikut:

a, PD/UPT Pemungut Retribusi melakuken penagihan ke

Wajib Retribusi berdasarkan dekumen SKRD atau
dokumen vang dipersamakan.

b. Penagihan kepada Wajib Retribusi dilakukan sesuai
dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam.
dokumen penetapan pendapatan.

e. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan
cara:

1.PO/UPT Pemungut Retribusi menyampaikan
dokumen penetapan pendapatan kepada Wajib
Retribusi:

2.Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada Wajib Retribusi dibuktikan dengan tanda
terima;

3. Petugas Pemungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
PPK-SKPD atau petugas lain yang ditunjuk.,

d. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan
dengan cara:

1. PD/UPT Pemungut FRetribusi mengirim surat
elektranik penagihan pendapatan kepada Wajib
Retribust;

2.Petugas Femungut memberitahukan Eepada PPK-
SKPD dan Bendahara Penerimaan atau petugas lain
yang ditunjuk atas pengiriman surat elektronik
penagihan pendapatan,



(1)

(2)

(3)

(4)
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3. Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setclah 1 (satu) hari
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran,

4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran diterbitkan, wajib retribus] harus
melunasi kewajiban yang tenitang.

5. Penerbitan Surat Tepuran sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) dengan rincian sebagai berikut:

a. lermbar ke-1 untuk Wajib Retribusi ;

b. lembar ke-2 untuk PD/UPT Pemungut; dan

c. lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Deerah
Provinsi Riau.

Bayian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
wajib retribus:i melakukan tindak pidana di bidang
réetribusi.

Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; ateu
boada pengakuan wutang dari wajib retribusi, bak
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagairnana
dimaksud pada ayat (2} huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

a

utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan utang Fetribusi secara tidek langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b dapat
diketahui dari pengafuan permcohonan angsuran atau

oe

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Bagian Ketiea
Pelaporan Proses Penagihan

Pasal 18

Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi melaporkan upaya
penagithan secara berkala kepada Gubernur melalui

(1

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditermbuskan ke
Bapenda.



(2}
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

paling sedikit informasi sebagal berikut:
a. upaya penagihan yang telah dilakukan;
b. hasil verifikasi kolektibilitas piutang, baik berupa

kondisi ataupun kemampuan keuangan dari pihak
yang memiliki hutang; dan

c. kendala penagihan piutang.

Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara triwulanan kepada Gubernur melalwi

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan ke

Bapenda paling lambat tanggal I5 pada bulan pertama
triwulan berikutnya.

(3

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

(1)

(2)

(3)

Pasal 19

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.
Kepala PD pemungut retribusi mengafukan penghapusan
piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
Ketentuan dan tata cara mengenai Penghapusan Piutang
Reiribusi Daerah berpedeman pada Peraturan Gubernur
tentang penghapusan piutang dacrah.

BAB VIII
TATA CARA MENUNDA DAN MENGANGSUR

(1)

(2)

(4)

{9]

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Kepala PD/UPT Pemungut dapat memberikan izin

penundaan atau méengangsur pembayaran kepada Wayib
Retribusi dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pemberian izin penundaan atau menganesur pembayaran
Retribusi s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp.500.000,00
(lima ratus ribu rupiah].
Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi hanya
diberikan selama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan
Surat Jawaban Permohonan Penundaan Pembayaran,

Fa

(=

Pemberian Izin pembayaran secara angsuran diberikan
kepada Wayib Retribusi paling banyak 2 {dua} kali
pembayaran dalam jangka waktu masa pelayanan
retribusi diberikan terhitung sejak diterbitkan Surat
Ketetapan,
Pengajuan permeohonan jzin penundasn Blau
THengangsur pembayaran Ketribusl kepada Kepala
PD/UPT pemungut retribusi, dilakukan paling lambat 2
(dua) hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan.



(6)

(7)

(8)
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(2)
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Kepala PD/UPT Pemungut retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (5) melakukan verifikasi terhadap
permohonan penundaan pembayaran dan atau

pembayaran secara angsuran.
Berdasarkan hasil verifikasi Kepala PD/UPT Pemungut
retribusi membuat surat jawaban maksimal 5 (lima) hari
dari pengajuan atau tanggul! diterima permohonan,
Surat jawaban sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat
berupa:
a. penolakan;
b.mengabulkan berupa persetujuat penundaan

pembayvaran, atau
c. mengabulkan berupa persetujuan pembayaran secara

ANgsuran,
Apabila dalam waktu lebih dari 5 (lima] han sebagairmmana
dimaksud pada ayat (5) atau Kepala PD/UPT Pemungut
retribusi tidak memberikan jawaban maka permohonan
dianggap diterima.

(9

Pasal 21

Pengajuan permohonan penundaan pembayaran,
mengangsur pembayaran etribusi hanya dapat
dilakukan satu kali dalam satu masa retribusi.
Format Permohonan penundaan dan permohonan
mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur int.

BAB IX
INSENTIF FISKAL DAN TATA CARA PEMBERIAN

(1)

(2)

INSENTIF FISKAL

Pasal 22

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Gubermur dapat memberikan insentif fiskal kepada
pelaku usaha di daerah.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Retribusi dan/atau
diberikan secara jabatan oleh Gubemur berdasarkan
pertimbangan:

(3

a. kemampuan membayar Wajid Retribusi,;
b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek Retnibusi

terkena bencana alam, kebakaran, atau penyebab
lainnya yang terjadi bukan Karena adanya unsur

kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari
pembayaran Retribusi;
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c. untuk tmendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah, atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan hurnf
b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi sclama 2

(dua) tahun terakhir;
bh, kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib

Retribusi terhadap perckonomian daerah dan lapangan
kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

d, faktor lain yang ditetapkan olch Gubernur.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku
usaha mikre dan ultra mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria
usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

(S

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
disesuaikan dengan priocritas Daerah yang tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf e dilakukan
dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis
nasional,

Pasal 23

Gubemur melalui Kepala PD Pemungut Retribusi dapat
memberikan keringanan, pengurangan, pembchasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi
dan/atau objck Retribusi.
Kondisi Wajib Retribust sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi
atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
Kondist Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas,
tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari
polongan tertentu, nilai objck Retribusi sampai dengan
batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak
bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau
kerusuhan.



(1)

(2)

(3)
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Pasal 274

Wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan,
pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 ayat (1) kepada Kepala PD Pemungut
Retribusi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan,

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan

pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakari alasan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan serta melampirkan bukti yang
diperlukan.
Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1}, melakukan penilaian, evaluasi dan
verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan dan
pernbebasan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh)}
hari Kerja sejak permohonan diterima.

Apabila terdapat keraguan terhadap buktt sebagaimana
dimaksud ayat (2), PD/UPT Pemungut Retribusi dapat
meclakukan pemantauan ke lapangan.

(4

Kepala PD Pemungut Retribusi memberikan jawaban
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan
pembebasan Retribusi.

{9}

Kepala PD Pemungut Retribusi dapat menyetujul
seluruhnya, Sebagian atau menolak permohonan yang
diajukan.

(6

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud
pada ayat (5) telah lewat dan Kepala PD belum atau tidak
memberikan jawaban maka permohonan yang diajukan
dianggap dikabulkan.

Apabila permohonan keringanan, pengurangan dan
pemibebasan yang diajukan oleh Wajib retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak maka 7 {tujuh}
hari kerja sqak SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ditetapkan, tetap diperhitungkan sebagai
denda.

BAB x
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

(1)

(2)

{3]

Pasal 25

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
kepada Gubernur melalui Kepala PD/UPT Pcmuneut
Retribusi alas SKERD atau dokumen lain yang
dipersainakan,
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tangeal SEKRD diterbitkan,
kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.
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Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c, kerusuhan massal atau hurn-hara;
d. wabah penyakit;
e. Wajib Retribusi berada di area terpencil yang

menyebabkan Wajid Retribusi terkendala mengajukan
keberatan dan melengkapi dokumen pendukung
pengpajuan keberatan; dan/ atau

f. adanya akuisisi Wajib Retribusi cleh pihak lain yang
menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan
keberatan dan melengkapi dokumen pendukung
pengajuan keberatan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Retribusi.

k

Posal 26

Kepala PD Pemungut Retribusi dalam jangka waktu
paling lama 6 fenam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas kcbcratan yang
diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dengan menerbitkan surat
keputusan keberatan.

1)

Oalam memberikan keputusan sebayaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala PD Pemungut Retribusi dapat
miclakukan Pemeriksaan.

Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi atas keberatan
dapat berupa menertma seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.
Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala PD Pemungut Retribusi tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut diangrap diterima seluruhnya.

Pasal 27

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau
scluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen} per bulan dihitung dari
Retribusi yang icbih dibayar untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1

{satu} bulan.
Imnbalan Dbunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pclunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.
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BAB Xl
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJASAMA ATAU PENUNJUKAN

PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUS!

(i)

(2}

(3)

Pasal 2&

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
Pengawasan, dan Pemeriksaan.

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan aleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

Penerimaan Reiribusi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke
rekening kas umum daerah secara bruto.

(4

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(>

‘Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan
pihak ketiga sébagaimana dimaksud pada ayat (1), sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata cara kerja sama dengan daerah
lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

16

BAB
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

Pasal 29

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
Pemarnfaatan cari penerimaan Retribusi yang dipungut
dan dikelola cleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang wundangan
mengenai BLUD,
Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
retribusi sebagaimana diatur pada ayat {1}, diarahkan
untuk pembinaan dalam rangka menunjang kegiatan
optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah dan
dianggarkan pada masing-masing PD/UPT Pemungut
Retribusi.
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BAB AHI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal GO

Kepala PD/UPT Pemungut Retribus: melakukan pengawasan
di internal Perangkat Dacrah yang dipimpinnya secara

berjenjang kepada pejabat dan/atau petugas pemungut dalam
rangka kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan retribusi.

Pasal 31

(1} Gubernur melalui Inspektorat Daerah berwcnang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Retribusi.

(2) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan
kepada :

a. Wajib Retribusi;
b, pejabat dan/atau pelugas pemungut Retribusi.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat
ditakukan berdasarkan:
a. perminiaan PD/UPT Pemungut Pemungut;
b. hasil pemantauan/monitoring PD/UPT Pemungut

Pemungut Retribusi terhacdap:
1. Wajib Retribusi;
2. Pejabat dan/atau petugas pemmingut; dan

3. laporan dari pihak ketiga.
(4) Kenpala PD/UPT Pemungut Pemungut Retribusi dapat

melakukan keordinasi dengan Kepala PO/UPP Pemungut
terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka
pemeriksaan.

(5) Pihak terkait yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat
(2) wapb:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dekumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen iain yang berhubungan dengan objek
Retribusi terutang;

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau tuangan vang dianggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/ atau

¢. memberikan keterangan yang diperluken.
(5) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1} dilakukan dengan tahapan:
a. Perencanaan sebagai berikut:

1. melakukan penyusunan tim pemeriksa;
2. mclakukan penilaian awal atas system pengendalian

intern {survey pendahuluan}); dan
3, melakukan penyusunan program kerja pemeriksaan.
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b. Pelaksanaan sebagai berikut:

i. pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan program
pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya,

9 setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan
kesimpulan pemeriksaan; dan

3. langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dan
kesimpulan yang dibuat oleh Pemeriksa harus
dituangkan dalam Kertas Kerja Pemerikea (KKP).

c. Pelaporan sebagai berikut;
1. penyusunan draft LHP;
2 review dan pembahasan draft LHP; dan

3. LHP final.

BAB xi¥
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Fada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan
Gubernur Riau Nomor 10 Tahwn 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022
Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setian orang mengctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Previnsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggzal

Pj, GUSERNUR RIAU,

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbétru
pada tanggal Balinan Sesuai Dengan Aslinya

SAHA PALA BIRO HUKUM

SEKRETARIS DARQAH PROVINSI RIAU,
HARMADI. SH
mbina (IV/

19840326 200903 1 003

Sf FFHARIYANTO

BERITA DABRAH PROVINS!] RIAU TAHUN 2024 NOMOR:

Admin
Typewritten text
9 September 2024

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
9 September 2024

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
36
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI DAERAH

A. PENDATAAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Dacrah

Jalan.
Tel. Fax. (0761) .

Website owas

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

-RETRIBUSI: eres

IDENTITAS SUBIEK RETRIBUSI
1. a. Nama (Penunggung Retribusi] : ... f. Kode Pas

b. Alamat :

c. Kelurahan Lo

d. Kecamatan
e. Kota/Kabupaten

a. Nama Usaha : c. Kode Pos:
bh. Alamat to

A. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

3.
dst4.

Demikian data ini dibuat dengan sebcnarnya.

Menyetahui/menyetujui Pekanhary, ..... .....
Walib Retribusi, Petugas Pendata,

Nama Jelas Nama Jelas

Admin
Typewritten text
36
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B. PERMOHONAN PELAYANAN

Nomor =: Kepada:
Sifat : Yth. Gubernur Riau
Lampiran : Cq. Kepala OPD/UPT
Hal : Permohonan Jasa Pelayanari

di-
Pekanharu

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nata
Pekerjaan/Jabatan
Alamat

Bertindak untuk dan alus nama
@ranp Pribadi/Badan: ee ee

Alarmat '

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:
Jasa Pelayanan :

Alamat Ohjek

S¢ebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan
permohonan sebagai berikut:

a.
4. dst.

Pekanbaru,

Pemohon,

Nama Jelas
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C. SURAT KETETAPAN RETRIBUS!I DAERAH ([SKRD)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp Fax. (O761)'‘aSaal

No, Form:

SURAT KETETAPAN RETRISUSI DAERAH (SERD}

Nomeor ; OPD:

Kepada ¥th
Nama
Alamat
Bidang jasa pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribus: Daerah dan atas permohonan saudara agar segera menyetorkan
uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah Rp
Terbilarg bo ce es

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

| No." Kode Rekening
' Jenis Jumlah Pokok Retribusi
|

Retribusi

Jumiah | Rp.

- Harus disctor selambai-lambainya 7 (tujuh}) hari terhitung dari SKRD ini
ditandatangani.

- Jatuh tempo pembayaran tanggal..
- Keterlambatan penyctoran dari balaswaktu yang ditentukandikenakan

denda sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen)
perbulan.

Pekanbanru,
|

Pekanhbaru,
Kepala QPDJUPT. |

Penyetor,

NAMA
NIP.

Nama Jelas
Lembar ke- 1: untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2: untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
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D. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAII

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Gubernur Riau
Larpiran ; Cq. Kepala OPD/UPT
Hal : Permohonan Jasa Pclayanan

di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
Retribusi sebanyak 2 (dua) kali angsuran sebesar Rp

per bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD
Nomor ... tangeal SChEesar Rp. dengan
alasan:
Po

3. dst.

sebagai buhan pertimbangan kami lampirkan beberapa bukti pendukung
scbagai berilcut:

3. dst.

Bemikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan teriumakasih.

Pekan baru,
Pamohon,

Nama Jelas

CATATAN:
Sesual ketentuan yang berlaku bahwa angsuran hanya dapat dibcrikan paling
banyak 2 (duaj kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang
sama besar.
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E. KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPT TENTANG PERSETUJUAN /PENOLAKAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

PEMERINTAHR PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Dacrah

Jalan.
Fax. (0761)

Whehssiie 2 WWW.
Telr

OPD
KEPUTUSAN KEPALA eae

NOMOR .........:0.....TAHUN
TENTANG

PD

PERSETUJUAN /PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PALA PL

Mcnimbang : a. bahwe sesuai dengan permohonan pembayaran Ketribusi

Mengingat : 1.

dengan angsuran tanggal yang diajukan oleh wajib
retribusi dan setelah diadakan peneltian ternyata alasan-
alasan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran
retribust terutang sebagaimana tercantum dalam
permohonan wajib retribusi telah memenuhi / tidak
memenuhi ketentuan;
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, peru menetapkan keputusan kepala
(PD/UPT........ } tentang Persetujuan/Penolakan
pembayaran Angsuran Retribusi dacrah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenlang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5587) scbagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menijadi Undang-Undang fLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6856};
Undany-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6737);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomar
6831);
Peraturan Daerah Provins: Riau Nomar 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah{Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2};

4.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA (PD/UPT j

TENTANG PERSETUJUAN i PENOLAKAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran retribusi kepada:
Nama.
Jabatan
Alamat

KEDUA : Persetufuen permohonan angsuran pembayaran sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sebanyak 2 {dua}
kali angsuran scbesar Rp Paling lambat
targgal.... dan dituangkan dalam surat pernyataan

K

pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berdasarkan pertimbungan atas alasan pemolwn.

KEDUA : Keputusan Kepala (PD/UPT.......0. ees } mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

KEPALA PD/UPT...........

NAMA
NIP

Tem busan:
1. Inspektur Provinsi Riau;
2. Kepala BAPENDA Frovinsi Riau.

ru
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F. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI] RIAU
Nama Perangkat Dacrah

Jalan.
Telp. Fax. (0761)

SURAT PERNYATAAN KESANGOUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
UAERELH

NOTMOT

EEEEEEEeS—C==__________________________=g

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Wajib Retribusi
Alamat
Pekerjaan / Jabatan

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang
tercantum secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kkepala
PD /UPT tangeal.o..... tentang
Persctujuan/Pcnolakan Pembayaran angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal
pembayaran sebagai berikut:

Nomor

Besarnya Angsuran
(Rp,Angsuran ke Tanggal Pembayaran

I

II

Demikian surat permmyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran
retribusi di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikcnakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui Pekanbaru,

Kepala PD/ UPT yang membuat pernyalaan
Wajib Retribusi,

Lembar ke- 1: untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
Lembar ke- 2: untuk Wajib Retribusi

Materai
Rp. 10.000,-

NAMA
NIP
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G. SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH [SPARD})

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp Fax. (0761}

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUS!I DAERAH (SPARD])

Nomor : PD/UPT
—__—____________s__!

Kepada Yth.

Nama
Alamat
Bidang Jasa Pelayanan = cece cece eee

Berdasarkan Ketctapan Retribusi SKRD/STRD Nomor tanggal
Dan Keputusan Kepala PD/UPT reeseNormor

tanggal Se8era menyctorkan uang kepada Rekenis Kas
Umum Daerah Melalui Bank Penerima.

Jumilah Rp
Terbilang

Untuk pembayaran angsuran retnbusi dengan penncian sebagai benkut:

No Kode Rekening | Jenis Jumlah Pokok Angsuran
| _ _ Retribusi ___Retribusi ke

Jumiah Rp.
- Harus disctor scsuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum

dalam Surat pernyataan kesangeupan pembayaran angsuran Nomor :

Penyetor

NAMA.
NIP. ‘Nama Jelas

Lembar Ke- 1 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
Lembar Ke- 2 : untuk Wajib Retribusi

by

Pekanbaru, Pekanbaru,

Kepala OPD/UPT...........
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H. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomeor : Kepada:
Sifat ¥th. Gubernur Riau
Lampiran : Cq. Kepala PD/UPT
Hal : Permohonan penundaan

Pembayuran Retribusi di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah im:

Pekerjaan /Jabatan ee rea

Bertindak untuk dan atas nama
Orang Pribadi/ Badan ¢

Alamat
Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran

retribusi ates utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor- tanggzal
sebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

dst

Demikian permuhonan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan lerima kasih.

Pekanbaru,

Nama Jelas
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J. KEPUTUSAN KEPALA OPD/UPT TNTANG PERSETUUUAN /PENOLAKAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp. Fax. (O7G1)

ih

PD/UPT
KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR TAHUN
TENTANG

PD/UPT

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUITAN YANG MAHA ESA
KEPALA OPD/UPT.....0. ee

Mcnimbang: a. bahwa sesuai dengan permohonan pembayaran Penundaan

Mengingat 1,

Retribusi dengan anysuran tangeal yang diajukan
oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata
alasan-alasan wajib retribusi untuk menunda pembayaran
retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam
permohonan wajib retribusi telah memenuhi / tidak
memenuhi ketentuan;
babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala
(PI/UPT } tentang Persetujuarl/Penclakan
penundaan pembayaran Retribusi dacrah.

b.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
6856);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kevangan antara Pemerinitah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757};
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Kelentuan Umum Pajak Daerah dan Retritusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomeor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar
6881);

3.
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4. Peraturan Daerah Previnsi Riau Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Fetribusi Daerah(Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomar 2}.

MEMUTUSKAN
Menctapkarn : REPUTUSAN KEPALA (PD/UPT }

TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan Penundaan Pembayaran

KEDUA

KED UA

Tembusan:

retnbusi:
Nama
Jabatan
Alamat

: Persetujuan permohonan penundaan pembayaran scbagaimana
dimeksud pada diktum KESATU harus dibayar sekahigus sehesar
Rp paling lambat tanggal dan
dituang¢kan dalam surat pernyataan pembayaran/penclakan
permeohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dikturm
KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon.

: Keputusan Kepala (PD/UPT } int mula: berlaku
pada tanggal ditelupkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

KEPALA PD/UPT............

NAMA
NIP. eee eae ee

1. Inspektur Provinsi Riau;
2. Kepala BAPENDA Provinsi Riau.
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J. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jakan.
Telp Fan. (O76]}

SURAT PERNVYATAAN PFENUNDAAN PEMBAYARAN
NOMTlOL |

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Wajib Retnibusi
Alamat
Pekerjaan / Jabatan

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terulang yang
tercantum dalam Kepulusan Kepala PD/UPT tentang
Persetujuan/Penclakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan
Batas Akhir pembayaran tanggal ee

Jumiah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.
Terbilang

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran
retribusi di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan kelentuan yang berlaicu.

Mengetahui / Menyeluju Pekanbaru,
Kepala PD/ UPT ........... yang membuat pernyataan

Wajib Retribusi,

NAMA
WLP. ees

Lembar ke- 1: untuk PDO /UPT Pemungut Retribusi
Lembar ke- 2: untuk Wajib Retridusi

Materal
ftp. 10.000,-
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k. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp. Fax. (0761)

Wrelosite o Wawa

| SURAT SETORAN RETRIBUS!I DAERAH (SSRD) No, Farm
Nomor : PD /UPT
Nama
Alamat
NPWP
Menyetor Berdasarkan*): |

SKRD [| Dekumen yang dipersamakan
[|] STRD
[_] SPARD

Nomor Ketetapan :

Untuk Pembayaran Pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

‘No| Kode Rekening Jenis Retribusi
|

Jumlah Pokok Retribusi

Sumiah |

Dengan huruf: |

Uang sejumiah terschut diatas telah diterima |Pekanbaru,
Tanggal : Penyetor,

tandatangan

Nama Jclas
Nama Jelas

|

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

*) Reri tanda pada kotak [_] sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

Lembar ke- ] : untuk Wajib retribusi
Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
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L. SURAT TANDA SETORAN (STS}

SURAT TANDA SETORAN (ST3}

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SURAT TANDA SETORAN (STS}

STS No: Bank
No. Rekening

Harap diterima uang sebesar
Dengan huruf
Uraian

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Uraian Rincian JUMLAH
No. Kode Rekening Objek (Kp}

Jumiah .

Uang terscbut diterima tanggal

Mengetahui, Bendahara Penerimaan/
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan Pembantu

Kuasa Pengguna Anggaran

fiandatangan} ftandatangan)

(nama Jengkap) nama lengkap)
NIP NIP.

(catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank
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M. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.

Noer =: Kepada:
Sifat : Yth. Gubernur Riau
Lampiran : Cq. Kepala PD /UPT
Hal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran di-
Pekanbaru

P

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran atas hutang Retribusi berdasarkan SKRD
NOMOL.......cc tanggal sebesar Rp.

Retribusi terutang sebagaimana tersebut diatas telah kami bayar sebesar
Rp. maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat
dikembalikan/digunakan untuk meélunasi retribusi lain yang
terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya *}.

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti
terlampir, atas perhatiannysa diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
Pemohon
Wajib Retribusi,

Nama Jdelas

*} corel yang tidak perlu
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N. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (KERDLB)

PEMERINTAH PROINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp Fax. (O761) -

Wrholetic

Nama Form ° PD SUPT:
Nomor ’

Tanggal

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB}

Jenis Retribusi/Objek Retribust: Kepada
¥th. Nama

Jabatan -

Alamat

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal nomor ....mengenai
kelebthan pembayaran reiribusi dan setelah diperhilungkan kembali terhadap
surat ketetapan retribusi duerah nmomor ........- tangeal yang telah
saudara bayar dengan nomor rekening ......... dengan ini diberitahukan bahwa
hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... Tahun

sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terulang RRP. ee
Jumlah Pembayaran Retribusi POD. eter Ll
Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp
Sanksi Administrasi 1% x .....bulan ¥ Rp...... Rp {by
Jumlah Retribusi yang dikembalikan PRP. ee eh}

Terbilang : |

Untuk kelcbihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *}

a. Untuk melunasi retribusi lain yang terhutang
b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
ec, Untuk dilakukan pengembalan

Demikian pemberitahuan imi agar Saudara maklum dan saya
ucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
KEPALA PBD/UPT

NAMA
NIP.

Lerobar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2 : untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
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O. SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daerah

Jalan.
Tel. Pax. (OF G1)

Website 2

Nomor Kepada:
Sifat : Yth.
Lampiran :

Hal
di-

Pekanbaru

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomar! ceceeee

Berdasarkan hasil penelilian pada Bendahara Pencrimaan, sampal
dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang
terutang sebagai berikut:

Jenis Masa Reiribusi leruiang Jumilah Tanggal
Retribus; Retribusi pada SKRD Retribusi Jatuh

i
No

_ (Rp) Tempo

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera
melunasi retribusi yang terhutang tersebut diatas selambat-lambainya

) hari setelah tanggal surat pernberitahuan ini dikeluarkan.(

Pekanbaru,
KEPALA PD/UPT...........

NAMA
NIP.

Lembar ke- 1 : untukWajib Retribusi
Lembar ke- 2: untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
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P, SURAT TEGURAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Daeh

Jalan,
Telp. Fax, (O7G])

Wrebstio Www

Nomor Kepada:
Sifat ¥th
Lainpiran
Hal

di-
Pekanbaru

SURAT TEGURAN
Nomor °

Berdasarkan hasil penelitian pada Bendahara Pencrimaan, sampai
dengan saat ini Saudara beltum menyelesaikan pembayaran retribusi yang
terutang sebagai benikut:

Jenis
SKRD No. Sanksi Keterlambatan Sumi

Retribusiyang harus dibayar |

Retribusi (Ro) membayar 1% per bulan iRp}

Dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara telah dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% sebulan dari jumiah retribusi
terhutang. Cleh karena itu diminta kepada saudara segera melunasi relribusi
yang terhutang tersebut diatas selambat-lambatnya
. } hari setelah tangezal Surat pemberttahuan ini dikeluarkan.

Pekan Baru, eee

Kepala PD/UPT

NAMA
NIP. .

Lembar ke- 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2 ; untuk PD/UPT Pemungut Retribusi
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Q. SURAT TAGIHAN RETRIBUS! DARRAH (STRD}

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ama Perangkat Daerah

Jalan.
Telp Fax. (0761)

Websile 7

Nama Form PD /UPT:

Nomer
Tanggal

—<—_$—_—_—_—_—_—————— OC H__¥§ __—___

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Jenis Retribusi/Objek Retribusi: rene Kepada
¥th. Nama

Jabatan
Alamat

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara_ tidak/belum/kurang
membayar retribusi yang terhutang dalam SKRD Nomor tanggal ........ :

dengan ini diberilahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan
Sod Tahun sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang RD. seer
Jumlah Pembayaran Retribusi RD. [-]

Tidak/Kurang Bayar Rp
Sanksi Administrasi 1%x .....bulan x Rp RD. LEH

Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dcngan ketentuan, saya
minta agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

KEPALA PD /UPT Pekanbara,
Penyetor,

NAMA
EP

Lembar ke- 1: untuk Wajib Retribusi
Lembar ke- 2: untuk OPD/UPT Pemungut Retribusi
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T. NOTA PERHITUNGAN

Telp

NOTA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Nama Perangkat Dacrah

Jalan.
Fax. {0761}

Website 2 WW...

JENIS RETRIBUSI ..,

Nama
Alamat

No
_

Kode Rekening Uraian Retribusi Jumilah (Rp)
1. 4.1.02.01.01,0006 | Pelayanan Kesehatan Rp. 60.000,-

Laboratorium Klinik Hematologi.

Pemeriksaan Hemoglobin
(Metode Pemeriksaan: Blood Cell

| Counter) Tarif! Rp, 20.000,- / Per
Pemeriksaan Perhitungan: Rp.

, 20.000,-

Darah Rutin 1,2,3,5 (Meteda
Pemeriksaan: Blood Cell
Counter) Tarif: Rp. 46.000,- / Per
Permeriksaan Perhitungan : Ep.
40.000,-

iKictcrangan :

Jumlah Keseluruhan Rp. 60.000,-
Keringanan “po (Berdasarkan } Rp. -

Jumlah yang harus dibayar Rp. 6G.000,-

Terbilang

Thiketahui dan disetujui oleh: Pekanbaru,

7

Kepala PD/UPT

Nama :

NIP. eee ee eens

Fetugas Penghitung

Nama :

NIF.....

Pj. GUBEANURRIAU,

RAHMAN HADI

Admin
Typewritten text
ttd.


